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MOTO 

Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi. 

Manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan. 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa 

semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang 

sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang 

kucintai dan kusayangi : 

 

Ayah dan Ibu terkasih, 

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, 

kupersembahkan ayah dan ibuku, Pinuji dan Siti Zaenab, yang telah memberikan 

dukungan dan membersamai perjalanan saya dari awal perkuliahan hingga tahap 

ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu agar 

saya meraih kesuksesan kelak. 

 

Dosen Pembimbing Skripsi, 

Terimakasih kepada ibu Lies Ariany, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya 

selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
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Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 butir 1 tentang sistem 

pemerintahan, dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas 

hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Sebagaimana lazim diketahui, 

Rechtsstaat dianut oleh banyak negara Eropa Kontinental yang menganut sistem 

Civil Law. Sedangkan The Rule Of Law, lebih banyak dianut oleh negara-negara 

dengan tradisi hukum Anglo Saxon yang berbasis pada sistem Common Law. 

Dalam operasionalisasinya, civil law lebih menitikberatkan pada administrasi dan 

sistem norma, sedangkan Common Law lebih kepada aktivitas yudisial. Lebih 

lanjut, konsep Rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid (hukum tertulis) 

yang kemudian menjadi Rechtmatigheid (tindakan berdasarkan hukum). 

Sedangkan Rule Of Law mengutamakan prinsip Equality Before The Law yang 

memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan. Pada 

konteks Indonesia, sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945 pada tahun 

1999–2002, Penjelasan UUD 1945 menyebut istilah Rechtsstaats secara eksplisit. 

Hal inilah yang membuat Indonesia seolah-olah menganut konsep negara hukum 

Rechtsstaat sebagaimana negara-negara Civil Law. Namun, pasca Perubahan 

UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia 

adalah negara hukum”. Dengan rumusan ketentuan ini, konsepsi negara hukum 

yang dulu identik dengan Rechtsstaat, dinetralkan menjadi negara hukum saja. 

Konsepsi negara hukum yang dianut UUD 1945 diperoleh baik dari rechtsstaats 

maupun The Rule Of Law. Bahkan juga diperoleh dari sistem hukum lainnya yang 

integrative dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan 

perkembangan. 

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat 

administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku 

alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum Administrasi Negara sangat 

penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh 

administrasi negara. Keberadaan Hukum Administrasi Negara berperan mengatur 

wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara, disamping itu juga berperan 

untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi Negara. 

Perizinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 Ayat (19) izin adalah keputusan
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pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan 

warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin 

sebagai instrument yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang 

dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar supaya mau mengikuti 

yang diajukan guna mencapai tujuan yang konkrit. 

Sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan 

secara lestari untuk kesejahteraan rakyat dengan menjamin keberadaan 

populasinya. Pada zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi yang terbilang 

sangat modern membuat budidaya burung walet yang dulunya bisa diperoleh di 

goa-goa alami, kini telah dapat dibudidayakan. Burung walet dapat berpindah 

menghuni ke bangunan khusus yang telah dirancang sedemikian rupa menyerupai 

goa walet alami. Bangunan walet tersebut merupakan habitat tempat tinggal  

buatan yang dirancang khusus untuk burung walet membuat sarangnya. 

Di wilayah kabupaten Tanah Bumbu bangunan sarang burung walet mencapai 

kurang lebih 956 bangunan, dari jumlah bangunan yang ada memungkinkan 

bahwa masih ada bangunan yang belum terdata. Dengan banyaknya jumlah 

pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Tanah Bumbu maka Pemerintah 

Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2021 

tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet guna 

mengatur ketertiban pengusaha sarang burung walet. 

Izin usaha burung walet Nomor 32 Tahun 2021 ini dikeluarkan dengan sebenar-

benarnya untuk menyatakan persetujuan bagi pemilik usaha untuk menjalankan 

usahanya, karena dengan adanya izin usaha ini pemerintah dapat mengatur 

jalannya usaha agar pengusahaan burung walet tidak melanggar dan menyalahi 

norma hukum yang berlaku, sebagai perlindungan hukum bagi si pelaku usaha 

agar usahanya tidak lagi menjadi usaha yang ilegal. 

Dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Pengelolaan 

dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Tanah bumbu dijelaskan 

pada pasal 19 bahwa izin dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan/atau kewajiban-kewajiban 

yang ditetapkan dalam izin. Pencabutan izin yang dimaksud adalah pemberitahuan 

secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya. 

Sebelum dilakukannya pencabutan izin, akan didahului dengan peringatan kepada 

pemegang izin berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Izin Usaha Pengelola 

dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
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ABSTRAK 

 

Pengaturan izin usaha digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap 

usahanya agar tidak menjadi usaha yang ilegal. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 

2021 tentang Izin usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ini 

dikeluarkan untuk melindungi kepentingan umum, menciptakan keteraturan dalam 

usaha pengelolaan budidaya sarang walet, dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung 

walet harus mempunyai izin dari Bupati. Dengan adanya izin tersebut pemerintah 

akan melakukan pengawasan sekitar. 

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet adalah, 

tidak memenuhi syarat izin, tidak membayar retribusi, dan tidak menjaga 

kebersihan lingkungan. Sanksi yang akan didapat ketika melanggar peraturan 

bupati adalah pencabutan izin, dalam pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa izin 

dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

peraturan Bupati ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin.  

Kata Kunci (Keyword): Pengaturan Izin, Pengelolaan dan Pengusahaan, Sarang 

Burung Walet. 
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